
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamika global yang tidak menentu merupakan salah satu faktor

utama yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan kepentingan di

bidang pertahanan negara. Hal ini mencerminkan betapa penting artinya bagi

para stakeholders di bidang pertahanan, untuk memahami dinamika

lingkungan strategis yang beresensikan serangkaian peluang, hambatan hingga

ancaman terhadap keberadaan NKRI yang pada akhirnya diperoleh langkah-

langkah strategis untuk mengatasinya. Sangat disadari bahwa dinamika

lingkungan pada saat ini, sangat jauh berbeda dibandingkan periode satu

dekade terakhir pada abad 20. Pada era globalisasi di berbagai bidang

kehidupan yang membawa tuntutan kepada negara-negara di dunia untuk

saling bekerjasama, persaingan antar negara dalam melindungi kepentingan

nasional juga tetap dominan. Interdependensi antar negara semakin menguat,

tetapi pada saat yang bersamaan kesenjangan kekuatan ekonomi dan militer

tetap semakin melebar karena isu dan tren internasional masih dominan

dipengaruhi oleh agenda dan kebijakan negara-negara maju. Perkembangan

dalam dua dekade terakhir telah menambah kompleksitas dinamika

lingkungan strategis, berimplikasi pada semakin sulitnya mengartikan

perkembangan yang terjadi.

Secara umum, ketidakpastian (uncertainty) merupakan corak dominan

dalam lingkungan strategis internasional, yang secara langsung maupun tidak
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langsung mempengaruhi upaya-upaya setiap negara dengan kapasitas nasional

masing-masing, untuk menjamin keamanan nasional, terutama kepentingan

pertahanan negara. Dalam kondisi tuntutan seperti demikian, negara-negara

berkembang yang memiliki sumber daya terbatas ataupun memiliki

keterbatasan kemampuan pengelolaan sumber daya terkait, harus lebih hati-

hati dan secara bijaksana mengatasi permasalahan yang dihadapi, lebih aktif

memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang, dan lebih baik dalam

melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam konteks manajemen, yang

diperlukan dalam melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Sifat lingkungan strategis telah banyak dideskripsikan oleh berbagai

kalangan. Misalnya, U.S. Army War College menyingkatnya dengan singkatan

VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), yakni ditandai

oleh: sebuah tatanan dunia dimana ancaman bersifat kompleks dan tidak pasti,

dimana konflik bersifat inheren sekaligus tidak dapat diprediksi, dan dimana

kapabilitas untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional dapat

dibatasi oleh hambatan sumber daya material dan personil. Sifat-sifat ini tidak

hanya menyebabkan sulitnya memaknai arah lingkungan strategis, melainkan

juga mengakibatkan sulitnya mengaplikasikan strategi yang telah disusun.

Perkembangan terkini menunjukkan, bahwa sumber ancaman

mempunyai karakteristik kecenderungan tidak mengenal batas wilayah,

bersifat transnasional, dan sumbernya bersifat multinasional. Yang tidak kalah

pentingnya, ancaman tidak mempunyai lagi batas antara arah datangnya

ancaman, dan sumber ancaman. Manifestasi ini, mewujud dalam bentuk

terorisme dan aksi-aksi kejahatan lintas negara yang terorganisir. Kejahatan
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lintas negara, dapat digambarkan dalam aksi-aksi bajak laut (piracy and sea

arms robbery), illegal immigration, illegal logging, illegal fishing dan

smuggling. Sekumpulan aksi ini, dapat dikategorikan sebagai ancaman yang

bersifat aktual dan non konvensional (isu keamanan non tradisional).

Interaksi di dalam suatu lingkungan yang senantiasa “berubah”

menyebabkan sistem pengelolaan pemerintahan/negara yang mampu

mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut menjadi kunci bagi

kelangsungan suatu negara. Seperti kita ketahui, kita telah menyaksikan

berlangsungnya perubahan di dalam negara ini, mulai dari perubahan sistem

politik, sistem ketatanegaraan, sistem keamanan dan pertahanan negara,

hingga tatanan yang paling rendah yang secara langsung dirasakan oleh

masyarakat tingkat bawah. Perubahan dinamika lingkungan tersebut menuntut

langkah-langkah yang cepat, tepat dan terarah sebagai upaya untuk

mengantisipasinya.

TNI sebagai institusi Pertahanan Negara berdasarkan Undang-Undang

nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7

memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: (a) operasi militer

untuk perang; (b) operasi militer selain perang, yaitu untuk: mengatasi gerakan

separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi
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terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital

nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai

dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan Presiden dan Wakil

Presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan

kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat

yang diatur dalam undang-undang; membantu mengamankan tamu negara

setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada

di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian,

dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan

dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam

pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan,

dan penyelundupan.

Sementara itu TNI AL adalah salah satu Unit Organisasi TNI memiliki

tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 9 adalah sebagai berikut:

melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; menegakkan hukum

dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan

ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung

kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan

tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;

melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Dari tugas-tugas

tersebut secara tegas bahwa TNI AL berperan untuk menjaga pertahanan dan
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keamanan wilayah laut Indonesia serta melindungi segenap tumpah darah

Indonesia dari ancaman, gangguan dan tantangan dari pihak luar baik

langsung maupun tidak langsung. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut

diselenggarakan melalui operasi militer untuk perang (military war operation)

dan operasi militer selain perang (military operation other than war).

Oleh sebab itu dalam konteks pelayanan publik adalah dukungan

logistik pada operasi militer melalui dukungan pelayanan barang kepada

satuan-satuan operasi, dan pada operasi militer selain perang adalah pelayanan

pelayanan barang kepada satuan-satuan pengguna maupun masyarakat secara

langsung. Contoh kegiatan operasi militer selain perang yaitu: (1) operasi

penanggulangan bencana alam; (2) operasi search and rescue (SAR). Artinya

dalam setiap operasi memerlukan dukungan logistik terpadu (Integrated

Logistics Support) secara berkelanjutan, keberhasilan sebuah operasi sangat

ditentukan oleh kelancaran dukungan logistik bagi satuan-satuan operasi

sesuai dengan motto dari pakar strategi perang (Henry Baron Jomini)

“Logistik tidak memenangkan pertempuran namun tanpa logistik pertempuran

tidak akan menang”.

Beberapa pakar logistik militer berpendapat bahwa logistik militer

merupakan jembatan dukungan antara pasukan garis depan dan garis belakang

dan proses logistik merupakan unsur ekonomi dalam operasi-operasi militer.

Logistik pertahanan adalah segala upaya dalam menentukan kebijakan,

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian

melalui tahap pembinaan dan penggunaan personel, materiel, fasilitas, dan jasa

sesuai tuntutan operasional, baik dalam jumlah, mutu, waktu, jenis, tempat,

http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_militer
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dan kondisi serta dapat mempertahankan kesiapannya selama digunakan serta

penyelenggaraan dukungan sercara terus menerus kepada satuan tempur dan

satuan taktis demi tercapainya tujuan strategi. Strategi dan taktik memberikan

pola penyelenggaraan operasi militer, sedangkan logistik menyediakan

sarananya. Sedangkan yang dimaksud dukungan logistik terpadu adalah

kegiatan yang dilaksanakan oleh tentara/militer untuk memastikan sistem

dukungan yang kuat dengan memberikan layanan perbekalan (logistik).

Konsep pemikirannya adalah biaya terendah dan sesuai dengan kebutuhan,

handal, persediaan yang mencukupi, pemeliharaan dan lain-lain sebagai

persyaratan yang ditetapkan untuk itu. Sedangkan logistik TNI AL diarahkan

untuk mewujudkan kesiapsiagaan satuan-satuan TNI AL, sehingga dituntut

untuk mampu menyiapkan dan menyediakan material perbekalan, fasilitas dan

jasa secara efektif dan efisien melalui pembinaan material dan

penyelenggaraan dukungan logistik, seiring dengan perubahan dinamika yang

cepat dan penuh ketidakpastian.

Penyelenggaraan pembinaan dukungan logistic di lingkungan

Angkatan Laut berdasarkan Pola Umum Pembinaan Logistik (PUM 1.07,

2010) dinyatakan bahwa dukungan Logistik TNI AL adalah terselenggaranya

fungsi-fungsi pembinaan dukungan logistik yang meliputi Fungsi Sistem

Pemeliharaan, Fungsi Sistem Pembekalan dan Fungsi Fasilitas pangkalan.

Sebagai administrator penyelenggara dukungan pelayanan barang publik

tingkat pusat tersebut adalah Dinas Pembekalan Angkatan Laut (Disbekal).

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pembekalan materiel dan

pembinaan fungsi pembekalan serta melaksanakan kegiatan melalui sistem



7

pembekalan yang meliputi pembekalan personel dan satuan-satuan pemakai

di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kedudukan Dinas Pembekalan langsung

di bawah Kepala Staf Angkatan Laut.

Sebagai bagian dari pembinaan dukungan logistik Angkatan Laut,

sistem pembekalan mempunyai fungsi-fungsi utama antara lain: penentuan

kebutuhan; penelitian dan pengembangan; pengadaan; penyimpanan; distribusi;

pemeliharaan dan penghapusan. Sedangkan sebagai fungsi penunjang adalah:

pengendalian inventori; standarisasi; katalogosasi; sistem informasi;

administrasi perbendaharaan serta mobilisasi demobilisasi. Semua fungsi

tersebut merupakan suatu rangkaian dalam sebuah manajemen rantai pasokan

(Supply Chain Management) dengan tujuan untuk memastikan sistem

dukungan yang kuat dengan memberikan layanan barang publik kepada

customer yaitu satuan-satuan pemakai dan masyarakat secara langsung. Dari

penyelenggaraan fungsi-fungsi utama tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut: (a) Penentuan kebutuhan. Fungsi ini dilaksanakan dengan

memperhatikan ciri dan sifat obyek penerima dukungan material bekal mulai

bekal kelas I sampai dengan bekal kelas X. (b) Penelitian dan Pengembangan.

Fungsi ini dilaksanakan dalam bentuk usaha, kegiatan serta pekerjaan ilmiah

dan teknik yang dilakukan secara terus menerus dan diwujudkan dalam

pencarian, penelaahan, percobaan, pemeriksaan, pengujian, perbandingan,

penelitian, penciptaan dan penyempurnaan dalam menentukan pilihan material

perbekalan. (c) Pengadaan. Fungsi ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan

peraturan yang berlaku serta berdasarkan rencana kebutuhan dengan

memperhatikan hasil penelitian dan pengembangan yang telah
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diselenggarakan agar tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan

tepat mutu. (d) Penyimpanan. Fungsi ini bertujuan agar dapat memenuhi

kebutuhan dukungan perbekalan, diperlukan penyimpanan material perbekalan

yang ditempatkan di dalam gudang-gudang penyimpanan sehingga material

bekal dapat terpelihara, terhindar dari kerusakan serta menjangkau satuan-

satuan pemakai yang membutuhkan. (e) Distribusi. Fungsi ini dilaksanakan

dengan memperhatikan pola pembinaan golongan material, pola pemeliharaan

dan karakter system senjata TNI Angkatan Laut agar pendistribusian

memenuhi tuntutan tersebut. (f) Pemeliharaan. Yang dimaksud fungsi ini

adalah segala usaha, kegiatan serta pekerjaan yang meliputi perawatan,

perbaikan, pengawetan dan pembungkusan dalam meyediakan material

perbekalan. (g) Penghapusan. Fungsi ini bertujuan agar materiel perbekalan

yang sudah nyata-nyata tidak bisa digunakan lagi segera diusulkan untuk

dikeluarkan dari daftar perbendaharaan Barang Milik Negara di lingkungan

TNI AL.

Di samping fungsi-fungsi utama tersebut juga didukung dengan fungsi-

fungsi penunjang yang dalam penyelenggaraan dapat dijabarkan sebagai

berikut: (a) Pengendalian inventori. Fungsi ini dilaksanakan untuk menjaga

keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. (b) Standarisasi.

Fungsi ini dilaksanakan bersama Pembina golongan material lainnya sehingga

diperoleh jenis material perbekalan yang tepat. (c) Katalogisasi. Katalogisasi

materiel perbekalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kementerian

Pertahanan, sedangkan TNI AL hanya berperan sebagai input data materiel

perbekalan. (d) Sistem Informasi. Fungsi ini dilaksanakan melalui jaringan
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otomasi pembekalan menggunakan sistem koputerisasi guna memberikan

informasi yang cepat dan akurat tentang materiel perbekalan. (e) Administrasi

Perbendaharaan. Penyelengggaraan fungsi ini dilaksanakan menggunakan

sarana sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK

BMN) yang berisi tentang pencatatan, pelaporan serta pertanggung jawaban

secara sistematis sesuai format. (f) Mobilisasi demobilisasi. Fungsi ini

dilaksanakan dengan pengerahan semua material perbekalan diluar TNI AL

dalam menghadapi keadaan bahaya/darurat dan bencana Nasional.

Hubungan fungsi-fungsi tersebut antara satu dengan yang lain saling

terkait agar dukungan materiel perbekalan dapat diterima oleh satuan-satuan

operasi secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Dari

siklus rantai pasokan tersebut diatas harus menjangkau ke seluruh wilayah

Indonesia sesuai dengan wilayah operasi Angkatan Laut dalam rangka

mengamankan wilayah perairan nasional, dengan kondisi luas wilayah laut

Indonesia 93.000 Km persegi dan Luas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

6.159.032 Km Persegi (Dr. Marsetio, Sea Power Indonesia, Unhan, 2014)

merupakan suatu tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan perbekalan.

Sebagai kepanjangan tangan Dinas Pembekalan Angkatan Laut dalam

melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh 2 (dua) unit pelaksana tugas yaitu:

Depo Pusat wilayah Barat di Jakarta dan Depo Pusat Wilayah Timur di

Surabaya. Alur distribusi barang di samping melalui Depo Pusat Pembekalan

wilayah barat maupun timur, pendistribusian material perbekalan juga

disalurkan melalui gudang-gudang perbekalan wilayah yang ada di setiap

pangkalan utama Angkatan Laut yang tersebar dari Sabang sampai Merauke
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untuk selanjutnya diteruskan ke satuan-satuan pemakai. Pelaksanaan

pendistribusian barang-barang publik berdasarkan surat perintah

pendistribusian yang dikeluarkan oleh Disbekal, berikut ini adalah skema alur

distribusi material bekal dari Disbekal hingga satuan-satuan pemakai yang

berada di wilayah-wilayah seluruh Indonesia:

Gambar 1.1 Alur Distribusi Material Bekal

Sumber: diolah oleh peneliti, 2015

Dengan memperhatikan alur tersebut di atas nampak bahwa cakupan

wilayah kerja Disbekal sangat luas, kondisi ini tidak dapat dipungkiri bahwa

rentang kendali menjadi panjang dan menjadi bagian faktor yang

mempengaruhi kelancaran distribusi barang. Sedangkan Depo Pusat

Perbekalan sebagai gudang tingkat pusat di samping melaksanakan distribusi

barang-barang hasil pengadaan, juga melayani permintaan barang-barang dari

satuan-satuan pemakai yang ada. Permintaan tersebut diajukan dan diproses

sesuai dengan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

DISBEKAL
Di Jakarta

Dopusbekbar
Di Jakarta

Lantamal I di Belawan

Dopusbektim
Di Surabaya

Lantamal II di Padang

Lantamal III di Jakarta

Lantamal IV di Tg Pinang

Lantamal V di Surabaya

Lantamal VI di Makasar

Lantamal VII di Kupang

Lantamal VIII di Menado

Lantamal IX di Ambon

Lantamal X di Jayapura

Lantamal XI di Merauke
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berlaku di lingkungan Depo Pusat, barang-barang yang diminta di cross check

dengan data barang persediaan yang ada di gudang. Apabila barang yang

diminta tersebut ada di gudang persediaan maka akan didukung dan

diterbitkan Bukti Pengeluaran (BP) sedangkan apabila barang tersebut tidak

ada dalam gudang persediaan maka permintaan dinyatakan Tidak Ada

Persediaan (TAP).

Sedangkan jenis material perbekalan atau Barang Publik menurut

Publikasi Umum TNI AL (PUM-7.02) tentang Buku Petunjuk Administrasi

Pembinaan Pembekalan TNI AL, dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelas materiel

perbekalan dan dipilah menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu material perbekalan

untuk personel (bekal kelas I, II, VI, VIII dan X) dan selebihnya adalah

material perbekalan untuk mendukung kesiapan operasi, maupun material

untuk mendukung pemeliharaan alat utama sistem senjata. Semua material

perbekalan atau Barang Publik tersebut merupakan perolehan/pembelian dari

anggara belanja Negara atau hibah resmi dari pihak lain dan tercatat dalam

administrasi perbendaharaan melalui akuntansi barang milik Negara. Semua

transaksi keluar masuk barang juga tercatat dalam sistim informasi

pergudangan (khususnya di Depo pusat wilayah timur), di gudang-gudang

lainnya pencatatan masih bersifat manual.

Secara umum jenis material bekal digolongkan menjadi beberapa kelas

perbekalan, seperti tabel di bawah ini:
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Tabel 1.1
Daftar Materiel Kelas Bekal TNI AL

No. Bekal Kelas Jenis Bekal
1. Bekal kelas I Makanan dan bahan makanan.
2. Bekal kelas II Pakaian, textile, bahan pakaian, perlengkapan

perorangan, tenda, perkakas tangan, alat rumah dan
kantor, alat pemadam kebakaran, keperluan umum serta
peralatan pemetaan.

3. Bekal kelas III Bahan bakar, minyak pelumas, minyak hidrolis, minyak
isolator, bahan pengawet, gas yang dicairkan atau
dikompresi, bahan pendingin dan bahan kimia.

4. Bekal kelas IV Bahan bangunan dan konstruksi.
5. Bekal kelas V Amunisi dari semua jenis, bom, bahan peledak, ranjau,

fusa-fusa, fuse, detonator, pyrotechnics, peluru kendali,
roket dan propellants.

6. Bekal kelas VI Kebutuhan umum perorangan yang tidak termasuk
perlengkapan TNI.

7. Bekal kelas VII “Minor end item seperti generator, pompa, compressor
dan barang-barang sejenis yang berdiri sendiri dan
merupakan peralatan pengganti.

8. Bekal kelas VIII Obat dan bahan obat.
9. Bekal kelas IX Suku cadang, kabel, tali, rantai, kawat, sekrup, baut dll.
10. Bekal kelas X Semua materiel perbekalan yang tidak termasuk dalam

kelas-kelas lain.
Sumber: Perkasal No.103/XII/2010 tgl 31 Desember 2010

Permasalahan yang ada saat ini adalah memenuhi keinginan satuan-

satuan pemakai agar pelayanan barang tepat waktu, mutu, kualitas dan sasaran

yang belum sepenuhnya tercapai, terutama untuk barang perlengkapan

perorangan seperti baju seragam, sepatu, atribut dll, terutama di daerah-daerah

terpencil sering terlambat. Surat Perintah Pendistribusian (Sprindis) yang

dikeluarkan oleh Dinas Perbekalan TNI AL (Disbekal) tidak bisa seluruhnya

langsung di teruskan ke satuan-satuan pengguna oleh Depo Pusat Perbekalan

Wilayah Timur (Dopusbektim). Fenomena dan kompleksitas sarana angkut

dan jarak yang jauh di daerah terpencil juga diduga sebagai penyebab

pelayanan barang belum berjalan lancar, dukungan material bekal sering
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terlambat sampai ke satuan-satuan pemakai. Sarana angkut untuk distribusi

masih sangat tergantung kepada kapal perang (KRI) yang sedang

melaksanakan patroli rutin untuk menjaga kedaulatan laut NKRI. Berikut ini

adalah data awal tabulasi jumlah Surat Perintah Pendistribusian (Sprindis)

yang terlambat sampai ke alamat pengguna, al:

Tabel 1.2

Daftar Penerimaan Sprindis dan Pendistribusiannya

Sumber: Dopusbektim, diolah oleh peneliti, 2014.

Dari uraian di atas jelas dapat digambarkan bahwa kebijakan dan

mekanisme yang ada diharapkan mampu melayani dan memenuhi kebutuhan

barang serta keinginan satuan-satuan pengguna di lapangan. Dalam

kenyataannya masih banyak materiel perbekalan yang terlambat dalam

pengirimannya dan diterima oleh satuan-satuan operasi, tidak tepat waktu

sesuai dengan yang diharapkan. Artinya masih banyak faktor-faktor yang

menghambat dalam proses dukungan materiel perbekalan dari kelas I s/d kelas

X, sehingga belum terdistribusi dengan baik, kondisi seperti ini baik langsung

maupun tidak langsung akan menghambat pelaksanaan tugas satuan-satuan

operasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keberadaan Depo

Pusat Perbekalan Wilayah Timur (Dopusbektim) dimaksudkan sebagai gudang

TH. 2012 TH. 2013 TH. 2014

Penyelesaian th. lalu ? 55 10

Jumlah Sprindis 263 158 207

Terkirim 207 203 168

Belum Terkirim 56 11 39
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penyimpanan persediaan dan sekaligus berfungsi sebagai gudang transit yang

menjembatani distribusi barang dari pusat sampai ke daerah-daerah. Barang-

barang yang disimpan dan didistribusi merupakan barang hasil pengadaan dari

Mabes AL, Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan. Indikasi belum

optimalnya penyelenggaraan dukungan pelayanan barang di samping tabulasi

pada Tabel 1.2 di atas, juga masih terjadi penumpukan barang-barang Zero

moving item yaitu barang di gudang penyimpanan dalam kurun waktu lama

(lebih dari 5 tahun) sejak pengadaan tidak pernah ada permintaan dari satuan-

satuan pemakai artinya bahwa saat proses pengadaan material bekal tidak

sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh satuan-satuan operasi, indikasi ini

dapat diperoleh dari data dan fakta yang ada di lapangan.

Dalam rangka memberikan dukungan logistik untuk mendukung

perang maupun non perang, terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan

tidak terselenggaranya pelayanan barang dengan baik, antara lain: (a) Aspek

Penentuan Kebutuhan, penentuan kebutuhan satuan-satuan pemakai masih

berorientasi kepada alokasi besaran anggaran dan perencanaan kebutuhan

yang tidak matang karena belum adanya standarisasi kuantitas dan kualitas.

Penentuan kebutuhan lebih menitik beratkan kepada keinginan yang bersifat

Top Down yang semestinya penentuan kebutuhan lebih bersifat Bottom Up

didasarkan kepada kebutuhan nyata di lapangan. (b) Aspek Penelitian dan

Pengembangan, aspek ini lebih dominan meneliti dan mengembangkan

teknologi yang baru bahkan cenderung bersifat Try and error, tidak

berorientasi kepada evaluasi dan penelitian terhadap kebutuhan satuan-satuan

pemakai. (c) Aspek Pengadaan, aspek ini memang cukup pelik dan rumit

karena pengadaan sangat tergantung dari alokasi anggaran yang tersedia dan



15

perencanaan penganggarannya belum menggunakan azas prioritas. (d) Aspek

Penyimpanan, barang-barang hasil pengadaan harus melalui inventory yaitu

dicatat di kartu stok dan dimasukkan kedalam rak-rak penyimpanan

sedemikian rupa agar aman dan mudah untuk proses pemindahannya,

persoalannya adalah kondisi gudang yang tidak berkualitas dan belum

memenuhi syarat-syarat pergudangan. (e) Aspek Distribusi, pendistribusian

harus menggunakan prinsip-prinsip First In First Out (FIFO) untuk menjaga

kualitas barang, proses ini sangat tergantung dari sarana dan prasarana angkut

sampai ke titik sasaran. Kondisi yang ada sarana angkut barang-barang masih

tergantung kepada pihak-pihak lain, sehingga sulit untuk melayani permintaan

satuan pemakai secara “tepat waktu”. (f) Aspek Pemeliharaan, barang-barang

yang tersimpan di gudang seharusnya dirawat dan dipelihara secara periodik

dan berkala sehingga barang-barang tidak rusak dalam penyimpanan,

kenyataanya aspek ini tidak dilaksanakan secara periodik. (g) Aspek

Penghapusan, kegiatan penghapusan dilaksanakan untuk barang-barang yang

dinilai tidak efisien, kondisi tua dan rusak berat. Apabila aspek ini diabaikan

akan menjadi beban untuk pemeliharaan dan perawatan materiel. (h) Aspek

Pengendalian Inventori, bertujuan untuk menjaga dan menata pergudangan

melalui pendataan, penyimpanan dan pencatatan barang persediaan aspek ini

belum optimal ada indikasi bahwa barang rusak sebelum digunakan. (i) Aspek

Standarisasi, diarahkan kepada standard kuantitas dan kualitas. (j) Aspek

Katalogisasi, penyelenggaraan fungsi ini adalah menentukan nomenklatur,

identifikasi dan mempublikasikan katalog materiel perbekalan di lingkungan

TNI AL. (k) Aspek Sistem Informasi, konsep fungsi ini adalah untuk

menyajikan data-data dan info awal sistem pembekalan dan saat ini belum
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optimal. (l) Administrasi Perbendaharaan, fungsi ini hanya sebagai bentuk

laporan kepada pemerintah bahwa aset materiel perbekalan merupakan barang

milik Negara. (m) Mobilisasi dan Demobilisasi, sampai saat ini belum pernah

terjadi karena dasar hukum berupa undang-undang juga belum ada.

Berdasarkan fenomena, data awal dan kompleksitas permasalahan

terdapat hal yang kontradiktif pendapat yaitu sudah baik dan belum optimal

tentang penyelenggaraan sistem pelayanan barang publik. Dalam perspektif

pelayanan barang publik, satuan-satuan pemakai atau satuan-satuan operasi

TNI AL adalah sekelompok orang yang bisa juga disebut sebagai publik

artinya bahwa satuan-satuan pemakai dan sekelompok masyarakat adalah

publik. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk meneliti persoalan

penyelenggaraan pelayanan barang publik di TNI AL melalui sistem

pembekalannya dengan lokus di Dinas Pembekalan TNI AL dan Depo Pusat

Perbekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya dikaitkan dengan semangat

berdasarkan teori-teori tentang pelayanan publik. Hal ini mengingat organisasi

militer adalah organisasi yang sangat dinamis bergerak sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan dan memerlukan dukungan pelayanan barang yang efektif dan

efisien.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan barang publik di TNI AL

dalam mendukung satuan-satuan operasi dan satuan-satuan pemakai

lainnya?
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b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan

barang publik di TNI AL?

c. Bagaimana strategi-strategi yang dapat digunakan untuk peningkatan

pelayanan barang publik kepada satuan-satuan pemakai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dan penelitian adalah:

a. Menganalisa penyelenggaraan sistem pelayananan barang publik TNI

AL untuk mendukung satuan-satuan operasi.

b. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan

sistem pelayanan barang publik TNI AL.

c. Menganalisa strategi yang tepat agar dapat digunakan untuk

peningkatan pelayanan barang publik kepada satuan-satuan pemakai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis untuk mengembangkan pengetahuan tentang pelayanan

barang publik.

b. Secara Praktis adalah untuk memberikan masukan dan rekomendasi

kepada instansi terkait agar diperoleh formulasi yang cocok dalam tata

cara pelayanan barang publik dimasa yang akan datang.


